BAB V
PENUTUP
5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab
sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas pajak daerah terletak pada kriteria sangat efektif.
Berdasarkan pengujian hipotesis pertama ditemukan bahwa efektivitas
pajak daerah tidak berpengaruh terhadap Efektivitas pendapatan asli
daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo. Hal ini diakibatkan oleh
kecenderungan data efektivitas pajak daerah yang tidak sejalan
dengan peningkatan dan penurunan efektivitas pendapatan asli daerah.
Selain itu, hal ini diakibatkan oleh belum maksimalnya efektivitas dari
sumber-sumber pendapatan asli daerah lainnya yang akibatnya akan
berdampak pada belum efektifnya pendapatan asli daerah. Hasil
penelitian ini memiliki koefisien positif mengindikasikan bahwa apabila
terjadi peningkatan pada efektivitas pajak daerah maka efektiitas
pendapatan asli daerah juga akan semakin meningkat.

2. Efektivitas retribusi daerah terletak pada kriteria yang cukup efektif.
Berdasarkan pengujian statistik ditemukan bahwa efektivitas retribusi
daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas
pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo. Pengaruh positif

dan signifikan ini menunjukan bahwa adanya kecenderungan dan
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keterkaitan antara peningkatan maupun penurunan retribusi daerah
dengan pendapatan asli daerah.

3. Berdasarkan penguijian statistik pengujian simultan ditemukan bahwa
efektivitas pajak daerah dan efektivitas retribusi daerah secara
simultan berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas pendapatan asli
daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo. Hal tersebut juga terlihat dari nilai

koefisien determinasi yang besar.

5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan di
atas, maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak Pemerintah Kabupaten Gorontalo terus meningkatkan
jumlah peningkatan pajak daerah dengan langkah melakukan
intensifikasi dan ekstensifikasi dari perpajakan daerah.

2. Terkait Retribusi masih terletak pada kriteria yang cukup efektif,
sehingga pihak Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk terus
memeriksa, mengevaluasi dan menindaklanjuti segala hal terkait
dengan penganggaran retribusi daerah.

3. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya melakukan penelitian faktor-faktor
lain terkait dengan efektivitas pendapatan asli daerah. Faktor-faktor
lain yang dimaksud (Mahmudi, 2010) antara lain: Kontribusi Hasil
Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan dan Kontribusi Pad lain-lain

yang sah.
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